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BAB    II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1       Pusat Pertanggungjawaban


Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk  mencapai salah satu atau beberapa tujuan. Tujuan suatu pusat pertanggungjawaban secara individual diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan sehingga tercapai keselarasan tujuan. Aktivitas suatu pusat pertanggungjawaban dapat dihubungkan ke dalam hubungan masukan-proses-keluaran-tujuan. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan masukan (input) untuk diproses menjadi keluaran (output) dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan investasi (aktiva atau modal). 
Masukan adalah sumber-sumber ekonomi yang digunakan ke dalam proses, seperti: sumber daya bahan, sumber daya manusia, sumber daya kapasitas dan fasilitas, serta sumber daya jasa lainnya. Proses adalah pengolahan atau pengerjaan masukan menjadi keluaran. Keluaran adalah produk atau hasil suatu pusat pertanggungjawaban. Keluaran atau produk dapat digolongkan ke dalam: (1) barang, jika berwujud, dan (2) jasa, jika tidak berwujud. Keluaran suatu pusat pertanggungjawaban mungkin dijual kepada pihak luar (eksternal) organisasi atau mungkin dikonsumsi oleh pihak dalam (internal) organisasi yaitu oleh pusat pertanggungjawaban lainnya.

2.1.1    Pengertian Pusat Pertanggungjawaban


Pusat pertanggungjawaban dalam organisasi juga diciptakan manajemen puncak agar tidak kewalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dengan cara menugaskan manajer yang ada dibawahnya untuk menangani wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hansen & Mowen yang dialibahasakan oleh Ancella A. Hermawan dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen”, bahwa :


”Pusat pertanggungjawaban (responsibility center) merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap pengaturan kegiatan-kegiatan tertentu”.

(2000;62)

Pendapat tersebut didukung oleh Supriyono dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, yang menyatakan bahwa :


”Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas-aktivitas pusat pertanggungjawabannya”.

(2000;326)


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dari suatu organisasi yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan yang membutuhkan suatu masukan berupa sumber daya yang digunakan, yang dapat diukur dengan uang untuk diproses sehingga menghasikan suatu keluaran yang dapat berupa barang atau jasa, yang semuanya itu menjadi tanggungjawab manajer yang bersangkutan.

2.1.2    Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban


Dalam suatu organisasi, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban, seperti yang dikemukakan oleh Hansen & Mowen yang diterjemahkan oleh Ancella A. Hermawan dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen”, ada empat jenis pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, antara lain sebagai berikut :

1. ”Pusat biaya (cost center), yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang             manajernya bertanggungjawab hanya terhadap biaya.

2. Pusat pendapatan (revenue center), yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang             manajernya bertanggungjawab hanya terhadap penjualan.

3. Pusat laba (profit center), yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang             manajernya bertanggungjawab hanya terhadap pendapatan maupun biaya.

4. Pusat investasi (invesment center), yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang             manajernya bertanggungjawab hanya terhadap pendapatan, biaya, dan investasi”.

(2000;63)

Selanjutnya penulis tidak akan membahas semua jenis pusat pertanggungjawaban tersebut, penulis hanya akan membahas mengenai pusat laba karena sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi.

2.2  Pusat Laba
2.2.1  Pengertian Laba

 Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha dengan mengukur efektivitas dan efisiensi. Walaupun tidak semua perusahaan menjadikan profit sebagai tujuan utamanya tetapi dalam mempertahankan usahanya memerlukan laba. Laba merupakan bagian dari ikhtisar keuangan yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai konteks, laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan.


Pengertian laba menurut Syahrul dkk dalam bukunya ”kamus istilah-istilah Akuntansi”, adalah sebagai berikut :

1. ”Laba adalah perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk- produk dan jasa-jasa dengan harga yang  lebih tinggi daripada biaya untuk menghasilkannya”.

2. Laba adalah perbedaan antara harga jual dan harga beli dari suatu komoditi atau surat berharga apabila harga jual lebih tinggi”.

(2000;666)
Sedangkan, pengertian laba menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya ”Teori Akuntansi”, yaitu sebagai berikut :


”Laba adalah naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entity dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari atau investasi dari pemilik”.

(2004;288)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan hasil dari pengurangan antra pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan guna memperoleh tercapainya laba yang maksimum.

2.2.2 Jenis-jenis Laba

Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan menimbulkan beberapa jenis laba yang ada dalam perhitungan rugi laba. Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya ”Teoi Akuntansi Laporan Keuangan”, jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba rugi, terdiri dari :

1. ”Laba kotor,

2. Laba operasional,

3. Laba sebelum pajak,
4. Laba setelah pajak atau laba bersih”.

(2000;58)
Jenis-jenis laba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Laba kotor

Laba kotor adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan.

2. Laba opersional

Merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan besar dalam perekonomian, yang diharapkan akan tercapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini menyatakan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa kepada pemilik modal.

3. Laba sebelum pajak

Merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.

4. Laba setelah pajak atau laba bersih 

Merupakan laba setelah dikurangi pajak. Laba bersih dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan (Retained Earning). Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham.
2.2.3 Pengukuran Laba
Konsep laba yag paling tepat untuk pelaporan operasi keuangan perusahaan terutama ditentukan oleh tujuan para penerima ikhtisar data akuntansi dan konsep laba tersebut dapat pula diukur dengan didasarkan pada tiga jenis pendekatan (approach). 
    Menurut Eldon S. Hendriksen yang dialihbahasakan  oleh Marianus Sinaga dalam bukunya ”Teori Akuntansi”, bahwa :


”Pengukuran laba yang didasarkan pada tiga jenis pendekatan (approach) yaitu konsep laba pada tingkat struktural, tingkat interpretatif, dan tingkat perilaku”.

(2000;332) 
Ketiga pengukuran laba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Konsep pengukuran laba pada tingkat struktural adalah konsep pengukuran laba yang didasari atas konsep laba akuntansi, FASB statement of accounting concept No.1 menganggap bahwa laba akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan dalam prediksi arus kas yang akan datang.

2. Konsep pengukuran laba pada tingkat interpretatif, menyandarkan pemikiran atas keterkatitan laba dengan modal pemilik. Dalam hal ini laba diakui sebagai suatu kenaikan bersih dalam kekayaan.

3. Konsep pengukuran laba pada tingkat perilaku, menghubungkan laba dengan proses keputusan para investor dan kreditor, reaksi harga surat berharga di pasar yang terorganisasi terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dari manajemen, dan reaksi umpan balik manajemen dan para akuntan.
2.2.4 Pengertian Pusat Laba
Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawaban kebenarannya. Laba yang diperoleh dari divisi-divisi dapat dikelompokan menjadi pusat laba dan pengertian dari pusat laba itu sendiri dapat dijelaskan sebagai beriikut.
Menurut Hansen & Mowen alih bahasa oleh Ancella A.Hermawan dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” pengertian pusat laba adalah sebagai berikut :

“Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan maupun biaya”

(2005;65)

Sedangkan Menurut Supriyono  dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen”  pengertian pusat laba adalah :

“Pusat Laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu  organisasi yang kinerja manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan beban biayanya dalam pusat pertanggunjawaban yang dipimpinnya.”

(2000;333)

        Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan beban atau biaya dalam suatu organisasi yang menjadi tanggungjawab seorang manajer. Sehingga pusat laba dapat mengukur efisiensi dan efektivitas dalam suatu perusahaan, termasuk penentuan harga transfer. 
2.2.5 Manfaat Pusat Laba

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pusat laba yang merupakan pusat pertanggungjawaban dan dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu organisasi yang menjadi tangungjawab seorang menejer mempunyai manfaat pusat laba agar pusat laba tersebut menjadi efektif. 

Menurut Robert N.Anthony & Vijay Govindarayan alih bahasa oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, manfaat pusat laba diantaranya sebagai berikut:
1. ”Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan.

2. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat.

3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yanmg lebih baik.

4. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang indenpenden, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna baik manajemen umum.

5. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggungjawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya.

6. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan.

7. Karena keluaran yang dihasilkan telah siap, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya”.

(2002;170)
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pusat laba sangat bermanfaat guna kelangsungkan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari pusat laba tersebut adalah bahwa dengan adanya manfaat tersebut manajemen puncak ataupun manajer dapat meningkatkan kinerja kerjanya lebih baik. 
2.2.6 Permasalahan Pada Pusat Laba 
Selain manfaat yang diperoleh tadi, pusat laba dapat menimbulkan beberapa masalah. Menurut Robert N. Anthony & Vijay Govindarayan alih bahasa oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, permasalan pada pusat laba diantaranya sebagai berikut:
1. ”Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mendapatkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian.

2. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memilki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang.

3. Persediaan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih untu bisnis.

4. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengukuran bagi manajer yang lain.

5. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai dan pembukuan yang dibutuhkan serta mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba.

6. Para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup bagi untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum.

7. Karena ingin melaporkan laba yang tingga, manajer pusat laba dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan, program-program pelatihan, ataupun perawatan.

8. Tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan”.

(2000;171)
2.3 Efektivitas Pusat Laba
2.3.1 Pengertian Efektivitas

Sebuah perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal yang dapat dikatakan efektif bagi perusahaan tersebut. Untuk mencapai laba yang maksimal tersebut dituntut adanya kinerja yang baik dan bertanggungjawab atas aktivitas dalam suatu organisasi perusahaan.
            Menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efektivitas adalah sebagai berikut:

            “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya, efektif berarti melaksanakan sesuatu yang benar”.

(2000;330)
Sedangkan Menurut Charles T.Horngren, Srikant M.Datar, George Foster alih bahasa oleh Desi Adhariani dalam bukunya ”Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial”, pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :

”Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya”.
(2005;405)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas yang apabila diterapkan pada laba merupakan kemampuan laba perusahaan untuk benar-benar menjadi kontribusi yang berarti bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dengan kata lain, efektivitas laba merupakan maksimalisasi laba dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang dituangkan kedalam suatu pusat pertanggungjawaban.
2.3.2 Pengukuran Efektivitas Pusat Laba

         Pengukuran efisiensi suatu pusat pertanggungjawaban masa kini dengan masa lalu mempunyai kebaikan karena dapat diketahui perkembangan efisiensi setiap periode akuntansi. Berdasarkan pendapat diatas semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut.
Menurut Eldon S.Hendrikson yang dialihbahasakan ole Marianus Sinaga dalam bukunya ”Teori Akuntansi”, mengemukakan bahwa :

”Apabila modal yang dipakai adalah konstan dari tahun ke tahun, maka angka laba itu sendiri akan berguna sebagai pengukur efektivitas pusat laba. Laba dari tahun berjalan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan harus dianalisis apakah laba setiap tahun telah mencapai, melebihi, atau kurang dari sasaran yang telah ditentukan”.
                                                                  (2000;144)
. Pengukuran efektivitas pusat laba ini dapat dijadikan alat untuk mengukur efektif atau tidakmya efektivitas pusat laba tersebut terhadap penetapan harga transfer yang apabila hasilnya positif, maka pusat laba tersebut dapat dikatakan efektif, dan apabila hasilnya negatif, maka  pusat laba tersebut dapat dikatakan tidak efektif. 

Semakin banyak kontribusi dari apa yang dihasilkan pusat pertanggungjawaban terhadap tujuan dari pusat laba yang dihasilkan  semakin efektiflah unit tersebut. Jadi, bila diterapkan pada pusat laba, konsep efektivitas dapat diuraikan seperti berikut: efektivitas pusat laba adalah kemampuan pusat laba untuk menjadi kontribusi yang berarti bagi pencapaian tujuan perusahaan. Dengan kata lain, efektivitas pusat laba merupakan maksimalisasi laba dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Namun, laba yang diperoleh perusahaan tidak terlepas dari pajak penghasilan atas laba dengan dibebani oleh pajak penghasilan atas laba dan nilai laba perusahaan akan menjadi berkurang. Pihak manajemen biasanya telah memperhitungkan hal tersebut, maka pihak manajemen  mempunyai cara-cara untuk bisa mencapai efektivitas pusat laba ini dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menetapkan harga transfer.

2.4  Harga Transfer 

2.4.1 Pengertian Harga Transfer

   Masalah harga transfer timbul karena transaksi transfer barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi biasanya tidak merupakan transaksi yang benar-benar bebas di antara divisi sebagaimana antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual barang dan jasa maupun prestasi divisi pembelinya. 
Menurut Hansen & Mowen yang diterjemahkan oleh Ancella A.Hermawan dalam bukunya “Akuntansi manajemen”, definisi harga transfer adalah :

“Harga transfer adalah nilai barang yang ditransfer merupakan laba bagi divisi yang mengirim (penjual) dan biaya bagi divisi yang menerima (pembeli)”
(2000;78)

Sedangkan Menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” Pengertian harga transfer adalah:

“Harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer antara    dua divisi (pusat laba) atau lebih.”

(2000;416)

Berdasarkan definisi diatas penulis simpulkan bahwa harga transfer ini meliputi semua bentuk produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka untuk penentuan laba yang menjadi bagian masing-masing pusat laba harus diperhitungkan harga transfer barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. 
2.4.2 Tujuan Harga Transfer

 Mekanisme penentuan harga transfer antar pusat laba sangat penting dalam suatu organisasi, seperti dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, bahwa:

1. ”Frekuensi transaksi transfer barang atau jasa antar divisi cukup signifikan,

2. Biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting dari produk akhir,

3. Profitabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi”.

 (2000;414)
Suatu sistem harga transfer yang baik harus mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi relevan bagi para manajer.

Sistem harga transfer dapat memberikan informasi relevan yang diperlukan oleh setiap harga untuk menentukan harga transfer

2. Mencapai keselarasan tujuan.

Sistem harga transfer dapat memotivasi manajer divisi penjual, divisi pembeli dan mungkin manajer kantor pusat untuk membuat keputusan harga transfer yang sehat. Tindakan manajer divisi tertentu untuk meningkatkan laba divisinya juga dapat meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan, jadi diharapkan timbul kesesuaian tujuan.

3. Mengukur kinerja ekonomi divisi.

Sistem harga transfer dapat menghasilkan laporan laba setiap divisi individual yang secara layak mengukur kinerja ekonomi (laba bersih) divisi dan kontribusinya terhadap laba perusahaan secara keseluruhan.

4. Mengukur kinerja manajer divisi.

Sistem harga transfer harus mendorong peningkatan kinerja manajer divisi karena harga transfer dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian divisinya.

5. Sederhana dan mudah.

Sistem harga transfer harus sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan.
Tujuan tersbut di atas dapat tercapai jika tercipta situasi ideal dalam penentuan harga transfer. Situasi ideal adalah situasi yang mendorong tercapainya keselarasan tujuan harga transfer yang terdiri dari:

1. Orang yang kompeten.

Orang yang kompeten adalah orang yang mampu menegosiasi atau mengarbitrasi harga transfer berdasar kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Iklim yang baik.

Iklim yang baik berarti para manajer divisi dan kantor pusat memandang bahwa profitabilitas merupakan salah satu tujuan terpenting dan digunakan untuk mengukur kinerja mereka dan mereka berpendapatan bahwa harga transfer ditentukan dengan adil.

3. Harga pasar.

Harga transfer yang ideal didasarkan pada harga pasar normal untuk produk yang ditransfer. Harga pasar tersebut biasanya disesuaikan atau dikurangi dengan penghematan biaya karena produk tersebut ditransfer ke divisi lain dan bukanlah dijual pihak luar.

4. Kebebasan sumber.

Kebebasan sumber memungkinkan bagi para manajer pembeli dan penjual untuk memilih alternatif-alternatif terbaik.
5. Arus informasi penuh.

Para manajer divisi penjual, divisi pembeli, dan kantor pusat harus mengetahui informasi secara penuh mengenai alternatif-alternatif yang tersedia serta pendapatan dan biaya relevan.
6. Negosiasi.

Harga transfer yang ideal dihasilkan dari mekanisme proses negosiasi ”kontrak-kontrak” secara lancar diantara divisi-divisi.

7. Kriteria ganda.

Harga transfer yang ideal dapat memenuhi kriteria ganda, antara lain: (a) objektivitas, (b) realisme, (c) keadilan bagi semua yang terlibat, (d) waktu yang minimum untuk negosiasi atau arbitrasi, (e) risiko suboptimasi yang minimum.
2.4.3  Metode Harga Transfer

 Salah satu masalah utama dalam pengoperasian sistem pusat laba adalah menentukan metode yang paling memuaskan untuk menentukan harga barang dan jasa yang ditransfer dari satu divisi ke divisi lainnya. Masalah ini semakin penting dalan suatu perusahaan yang mempunyai transaksi transfer yang signifikan antar divisi.
 Menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” ada dua metode yang dapat menentukan harga transfer antara lain sebagai berikut:
 “1. Metode harga transfer berdasarkan harga pasar adalah metode penentuan harga transfer barang atau jasa antar pusat laba didasarkan atas harga pasar dikurangi penghematan biaya karena produk tersebut ditransfer antar divisi.

2. Metode harga transfer berdasarkan biaya adalah metode penentuan harga transfer biaya, besarnya harga transfer ditentukan sebesar biaya ditambah laba sehingga metode ini sering dinamakan metode biaya ditambah laba.”

      ( 2000;417 )

Dari pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa masalah harga transfer timbul karena transaksi transfer barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi biasanya tidak merupakan transaksi yang benar-benar bebas di antara divisi sebagaimana antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual barang dan jasa maupun prestasi divisi pembelinya. Oleh karena itu, harga transfer yang dipandang adil oleh divisi penjual dan divisi pembelinya akan dapat memotivasi manajer kedua pusat laba dengan didukung oleh metode-metode tersebut.
2.4.4 Pengelolaan Harga Transfer

Pengelolaan harga transfer memerlukan prosedur-prosedur formal. Prosedur tersebut diperlukan agar harga transfer dapat ditentukan dengan baik sehingga tujuan penentuan harga transfer dapat tercapai. Menurut Supriyono dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, Bahwa :

”Prosedur formal yang dapat digunakan dalam pengelolan harga transfer ada dua yaitu harga transfer berdasarkan negosiasi dan harga transfer berdasarkan arbitrasi”.

(2000;447)

Kedua pengeloaan harga trasfer tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Harga transfer berdasarkan negosiasi

Dalam pengeloaan harga transfer negosiasi besarnya harga transfer didasarkan atas tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dan divisi pembeli. Penentuan harga transfer negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antar divisi seolah-olah mereka merupakan satu kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan tersebut tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak lain dan divisi pembeli dapat pula membeli produk yang sama dari pihak luar.

2. Harga transfer berdasarkan arbitrasi

Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer yang bersangkutan. Dialog tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk memutuskan harga transfer yang adil bagi manajer penjual dan manajer pembeli.

2.4.5 Kebijakan Harga Transfer dan Pajak

Manajemen puncak kantor pusat suatu perusahaan multinasional yang mempunyai divisi pada berbagi negara mungkin dapat menggunakan kebijakan harga transfer dalam usaha untuk menekan jumlah pajak penghasilan atas labanya. Usaha ini biasanya dilaksanakan jika persentase pajak antar negara besarnya berbeda. 

Menurut Supriyono dalam bukunya ”Sistem Pengendalian Manajemen”, kebijakan untuk menekan pajak terdiri sebagai berikut :

1. ”Jika persentase pajak pada divisi penjual tinggi maka manajemen kantor pusat menentukan harga transfer yang rendah sehingga laba divisi penjual tersebut rendah dan pajaknya relatif rendah. Sebaliknya, pada divisi pembeli yang persentase pajaknya rendah menerima harga transfer yang rendah sehingga labanya tingga, namun karena persentase pajaknya rendah maka jumlah pajaknya relatif rendah.

2. Jika persentase pajak pada divisi penjual rendah maka manajemen kantor pusat menentukan harga transfer yang tinggi sehingga laba divisi penjual tersebut tinggi, namun karena persentase pajaknya relatif rendah maka jumlah pajaknya relatif rendah. Sebaliknya, pada divisi pembeli yang persentase pajaknya tinggi menerima harga transfer yang tingga sehingga labanya rendah, oleh karena itu, meskipun persentase pajaknya tinggi namun karena jumlah labanya rendah maka jumlah pajaknya relatif rendah”.

(2000;450)
Kebijakan harga transfer di atas mengakibatkan manfaat harga transfer untuk menilai prestasi laba divisi menjadi hilang. Kebijakan ini terutama bertujuan untuk memaksimalkan laba bersih sesudah pajak perusahaan secara keseluruhan.
2.5    Penetapan Harga Transfer

2.5.1    Masalah Penetapan harga Transfer

Masalah penetapan harga transfer adalah masalah yang berkaitan dengan upaya menciptakan sistem yang secara simultan dapat memenuhi tiga sasaran.

Seperti yang dikemukakan oleh Hansen & Mowen yang diterjemahkan  oleh Ancella A.Hermawan dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen”, ketiga sasaran tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. ”Akurasi evaluasi kinerja berarti bahwa tidak satupun manajer divisional akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisional lain.

2. Kesesuaian tujuan berarti bahwa para manajer divisional bertindak dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan.

3. Otonomi berarti bahwa manajemen pusat tidak boleh mencampuri kemandirian manajer divisional dalam membuat keputusan”.

(2000;80)
Meskipun campur tangan langsung manajemen pusat dalam mengatur harga transfer tidak disarankan, namun pengembangan beberapa pedoman umum mungkin dapat digunakan oleh divisi. Salah satu diantaranya, disebut pendekatan biaya oportunitas, berguna untuk menggambarkan berbagai praktek penetapan harga transfer. Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini cocok dengan sasaran evaluasi kinerja, kesesuaian tujuan, dan otonomi.
2.5.2    Kriteria Penetapan Harga Transfer

Untuk menghindari terjadinya konfik antara divisi penjual dan pembeli atau antara divisi dengan kantor pusat, maka perlu ada aturan main yang harus disepakati bersama dalam menentuan harga transfer yang akan diterapkan dalam suatu perusahaan. Untuk menentukan harga transfer yang tepat, layak dan logis memang tidaklah sederhana yang dibayangkan. Namun demikian, setidaknya ada patokan yang perlu dipahami oleh setiap pihak agar masing-masing tidak hanya sekedar ngotot jika terjadi perbedaan. Untuk itu, harga transfer seharusnya memenuhi tiga kriteria.

  Menurut Bambang Hariadi dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen”, ketiga kriteria tersebut diantaranya sebagi berikut:

1. ”Kantor pusat seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan yang terbaik.

2. Memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan prestasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya divisi lain.

3. Mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan”.

(2002;310)
Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan untuk meraih keuntungan yang adil dan bijaksana yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada divisi-divisinya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut.

2.5.3    Metode Penetapan Harga Transfer 


Ada berbagai metode penetapan harga transfer yang dapat dijalankan dalam suatu perusahaan sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi masing-masing perusahaan. 
Menurut Bambang Hariadi dalam bukunya ”Akuntansi Manajemen”, metode penetapan harga transfer tersebut yaitu:
1. ”Harga transfer berdasarkan biaya,

2. Harga transfer berdasarkan harga pasar,

3. Harga transfer berdasarkan negosiasi,

4. Harga transfer yang ditentukan melalui arbitrasi”.

(2002;315)
Metode penetapan harga transfer tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga transfer berdasarkan biaya
Manfaat yang dapat diperoleh jika perusahaan menggunakan metode harga transfer berdasarkan biaya terletak pada perhitungan yang sederhana dan informasi yang selalu tersedia pada setiap proses produksi dibandingkan dengan metode harga pasar. Laba intern pada setiap tahap produksi dapat dianalisis dengan mudah dan laba tersebut tidak perlu dieliminasi dalam laporan keuangan gabungan karena penambahan pendapatan bagi divisi penjual akan mengurangi pendapatan divisi pembeli di lain pihak. Disamping itu, kinerja suatu unit dapat diukur dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil perusahaan.
2. Harga transfer berdasarkan harga pasar

Pendekatan harga pasar dirancang penggunaannya untuk perusahaan yang sepenuhnya menetapkan desentralisasi atau memberikan otonomi penuh bagi divisi untuk melakukan transaksi ke dalam maupun keluar sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang independen. Latar belakang penggunaaan harga pasar untuk mengatur harga transfer adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang bersaing akan timbul jika masing-masing divisi merupakan perusahaan yang terpisah dan terlibat dalam arm’s-length, negosiasi pasar yang terbuka. Sepanjang harga transfer yang dihasilkan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya, maka hasil operasi divisi merupakan suatu dasar terbaik untuk evaluasi prestasi pelaksanaan kegiatan manajerial.
3. Harga transfer berdasarkan negosiasi

Mengingat adanya sejumlah kelemahan untuk menggunakan harga pasar secara murni, maka perusahaan dapat menentukan harga transfer atas dasar perundingan antara unit penjual dan unit pembeli. Negosiasi dilakukan seolah-olah unit tersebut merupakan suatu kesatuan usaha yang terpisah sehingga tidak diperlukan campur tangan kantor pusat dalam penetapan harga transfer. Metode ini dapat diterapkan pada unit-unit dalam perusahaan dimana manajer unit diberi wewenang untuk melakukan pengendalian atas laba unitnya.
4. Harga transfer yang ditentukan melalui arbitrasi

Dalam penetapan harga transfer negosiasi, masih terdapat kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan antara manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli. Arbitrasi dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara kedua divisi dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penetapan harga transfer. Arbitrasi ini diperlukan karena bagaimanapun terincinya aturan-aturan dalam penetapan harga transfer ini dipersiapkan, akan selalu terdapat kemungkinan bahwa unit-unit yang melakukan transaksi tidak mencapai kata sepakat.
2.6   Pengaruh Penetapan Harga Transfer Terhadap Efektivitas Pusat Laba
Harga transfer bagi divisi penjual merupakan pendapatan, di lain pihak harga tersebut merupakan biaya bagi divisi pembeli. Pendapatan dan biaya tersebut merupakan komponen untuk perhitungan laba masing-masing divisi yang terkait dalam transfer barang, guna memperoleh laba yang dapat dikatakan efektif bagi suatu perusahaan.
 Hal ini seperti yang dikemukaan oleh Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” :
“Harga transfer timbul jika dua pusat laba melakukan transaksi transfer barang atau jasa secara efektif dan efisien dengan tujuan memperoleh laba”.

(2000;420)

Berdasarkan pendapatan diatas, harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan laba yang efektif jika ada transaksi transfer barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pusat laba dan akan lebih efektif lagi jika laba tersebut menghasilkan laba yang maksimum dari hasil harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
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